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Abstrak

Penelitian ini menganalisis peran inklusi keuangan dalam
mendorong penerapan ekonomi hijau di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Latar belakang penelitian ini didasari oleh proyek perpindahan ibu
kota Indonesia yang diharapkan menjadi model kota berkelanjutan
dan ramah lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami
pengaruh inklusi keuangan terhadap transisi menuju ekonomi
hijau, serta tantangan dan peluang yang ada dalam proses tersebut.
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif,
dengan pengumpulan data sekunder dari jurnal akademik, laporan
pemerintah, dan studi kasus yang relevan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa inklusi keuangan memiliki peran penting
dalam mendorong penggunaan energi terbarukan dan praktik
ramah lingkungan di IKN, meskipun masih ada tantangan terkait

literasi keuangan dan infrastruktur. Pembahasan lebih lanjut
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mengungkapkan perlunya kolaborasi antara pemerintah, sektor
swasta, dan masyarakat untuk memaksimalkan potensi inklusi
keuangan dalam mendukung ekonomi hijau.

Kata Kunci: inklusi keuangan, ekonomi hijau, Ibu Kota Nusantara,
keberlanjutan, energi terbarukan, literasi keuangan.

PENDAHULUAN

Indonesia sedang menghadapi perubahan besar dengan perpindahan ibu kotanya ke Ibu
Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Proyek besar ini diharapkan tidak hanya
memindahkan pusat pemerintahan, tetapi juga menjadi model bagi pengembangan kota
berkelanjutan dan ramah lingkungan. Seiring dengan hal tersebut, inklusi keuangan memainkan
peran penting dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan visi
“smart, green, beautiful, dan sustainable” yang dikutip dari laman resmi Republik Indonesia
(Wisnubroto, 2023). Akses yang lebih luas ke layanan keuangan bagi masyarakat dan pelaku
usaha di sekitar IKN dapat membantu mempercepat transisi menuju green economy, dengan
mendorong penggunaan energi terbarukan, praktik ramah lingkungan, dan pengelolaan sumber
daya yang lebih efisien.

Pemerintah Indonesia menargetkan IKN sebagai kota pintar dan hijau, di mana inovasi
teknologi dan keberlanjutan menjadi prioritas utama. Dalam konteks ini, inklusi keuangan
sangat relevan untuk memberikan akses pembiayaan kepada pelaku usaha dan komunitas lokal,
terutama yang berkaitan dengan proyek-proyek berwawasan lingkungan. Dengan dukungan
keuangan yang memadai, masyarakat dapat mengakses produk dan layanan hijau, seperti
kendaraan listrik, sistem energi surya, dan teknologi pertanian berkelanjutan. Ini memungkinkan
penduduk lokal untuk berpartisipasi dalam membangun ekonomi hijau yang inklusif dan
mendorong pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan di kawasan IKN.

Namun, tantangan dalam mewujudkan green economy di IKN juga berkaitan dengan
bagaimana masyarakat lokal, khususnya UMKM, dapat diintegrasikan dalam ekosistem
pembangunan ekonomi yang inklusif. Di sinilah inklusi keuangan berperan, dengan
menyediakan solusi pembiayaan yang fleksibel dan terjangkau bagi sektor-sektor ekonomi yang
relevan (Schiffer & Weder, 2001). Misalnya, pembiayaan hijau atau kredit berbasis lingkungan
dapat menjadi instrumen penting untuk mendorong usaha-usaha kecil menengah beralih ke
praktik yang lebih ramah lingkungan. Hal ini akan mendukung pembangunan berkelanjutan di
IKN, serta menciptakan lapangan kerja baru yang berkontribusi pada ekonomi hijau nasional.

Pembangunan IKN juga menawarkan peluang besar bagi inovasi dalam sektor keuangan,
terutama dalam hal pengembangan fintech yang mendukung inklusi keuangan hijau. Dengan
meningkatnya adopsi teknologi digital, layanan keuangan berbasis teknologi seperti mobile
banking dan e-wallet dapat lebih mudah menjangkau masyarakat di daerah terpencil sekitar IKN.
Ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital yang
sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan melalui transaksi dan investasi yang lebih hijau
dan ramah lingkungan.
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Dalam rangka memaksimalkan dampak positif dari inklusi keuangan terhadap green economy
di IKN, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi sangat
penting. Regulator keuangan perlu merancang kebijakan yang mendukung akses ke layanan
keuangan yang ramah lingkungan, sementara lembaga keuangan dapat mengembangkan
produk-produk yang mendukung inisiatif hijau. Dengan demikian, IKN dapat menjadi contoh
nyata bagaimana pembangunan ekonomi, inklusi keuangan, dan keberlanjutan lingkungan
dapat berjalan beriringan, menciptakan masa depan yang lebih baik bagi Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA
1. Inklusi Keuangan (Financial Inclusion)

Menurut (Durai & Stella, 2019), inklusi keuangan ialah proses memastikan bahwa
individu dan bisnis memiliki akses yang memadai ke layanan keuangan yang berkualitas
dengan harga yang terjangkau, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan mereka, termasuk
layanan pembayaran, tabungan, kredit, dan asuransi. Dikutip dari website resmi OJK (OJK,
n.d.), Bank Dunia mendefinisikan inklusi keuangan sebagai kemampuan individu untuk
mendapatkan layanan keuangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan
sosial. Sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK No. 76/POJK.07/2016, inklusi
keuangan dapat didefinisikan sebagai ketersediaan akses terhadap berbagai lembaga,
produk, dan layanan jasa keuangan formal yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan
akses ini juga didukung oleh peningkatan pemahaman masyarakat terhadap sistem, produk,
dan layanan jasa keuangan, serta ketersediaan layanan jasa keuangan formal. Dalam rangka
memastikan produk, sistem, dan layanan jasa keuangan dapat diakses oleh masyarakat
sesuai dengan kebutuhannya, beberapa faktor yang harus diperhatikan antara lain
keterjangkauan, efektifitas dan efisiensi, serta kualitas (BCA, 2023). Dalam konteks Ibu Kota
Nusantara (IKN), inklusi keuangan akan menjadi salah satu instrumen utama untuk
mempercepat pembangunan ekonomi yang inklusif dan mendukung pengelolaan sumber
daya yang berkelanjutan.

2. Ekonomi Hijau (Green economy)

Konsep Ekonomi Hijau adalah konsep multidimensi yang berfokus pada pertukaran dan
sinergi antara dimensi ekonomi dan lingkungan, dengan perbedaan utama pada fokus dan
batasan lingkungan (Merino-Saum et al., 2020). Ekonomi hijau bertujuan untuk mencapai
pembangunan berkelanjutan dengan mengubah ekonomi tradisional saat ini menjadi sistem
yang menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan, mengurangi polusi, dan
memerangi perubahan iklim (Souad, 2023). Menurut United Nations Environment Programme
((UNEP, n.d.), Ekonomi hijau adalah ekonomi yang rendah karbon, hemat sumber daya, dan
inklusif secara sosial. Ini mendorong pertumbuhan lapangan kerja dan pendapatan melalui
investasi pemerintah dan swasta dalam berbagai kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan aset.
Investasi ini meningkatkan efisiensi energi dan sumber daya, mengurangi polusi dan emisi
karbon, dan mencegah kehilangan layanan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Teori
ekonomi hijau menekankan perlunya mengintegrasikan faktor lingkungan dalam kebijakan
ekonomi untuk mendorong pertumbuhan yang ramah lingkungan. Dalam kaitannya dengan
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pembangunan IKN, green economy akan menjadi dasar dari model pembangunan kota yang
berkelanjutan, di mana setiap sektor ekonomi diharapkan untuk mengadopsi praktik yang
lebih ramah lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan, transportasi berkelanjutan,
dan infrastruktur hijau.

3. Teori Pembiayaan Hijau (Green Financing)

Finansial hijau meliputi, tetapi tidak terbatas pada, pembiayaan terkait iklim; cakupannya
juga meliputi berbagai tujuan lingkungan lainnya, seperti pengendalian polusi industri,
pengelolaan polusi air, dan pelestarian keanekaragaman hayati. Istilah ini juga mengacu
pada investasi keuangan yang dialokasikan untuk proyek dan inisiatif pembangunan
berkelanjutan, produk-produk ramah lingkungan, serta kebijakan yang mendukung
terciptanya ekonomi yang lebih berkelanjutan. Pembiayaan untuk mitigasi dan adaptasi
khususnya berhubungan dengan kegiatan yang menanggapi perubahan iklim: mitigasi
aliran keuangan merujuk pada investasi dalam proyek atau program yang bertujuan
mengurangi atau mencegah emisi gas rumah kaca (GHG) (Srivastava et al., 2020). Secara
teoritis, green finance memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi investasi perusahaan.
Namun, dampak dari elemen "green" dan "finance" dalam pembiayaan bisa bertentangan di
situasi tertentu. Pada tahap awal pengembangan industri energi terbarukan, keterbatasan
kredit yang timbul dari aspek "finance" dapat menetralkan manfaat dari aspek "green" dalam
meningkatkan efisiensi investasi di sektor energi terbarukan. Oleh sebab itu, pengaruh green
finance terhadap efisiensi investasi perusahaan energi terbarukan tidak selalu jelas (He et al.,
2019). Tujuan utama dari green finance adalah untuk menyediakan dana bagi bisnis yang
mendukung keberlanjutan lingkungan serta membatasi pembiayaan untuk perusahaan yang
terlibat dalam kegiatan yang merusak atau mencemari lingkungan (Sulistiyowati, 2024).
Melalui pembiayaan proyek yang berfokus pada pengurangan emisi karbon dan pelestarian
lingkungan, keuangan hijau memainkan peran penting dalam mendukung keberlanjutan
ekonomi dunia (Ardita & Ahmadi, 2024). Di dalam pembangunan IKN, pembiayaan hijau
dapat memainkan peran krusial dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur hijau,
termasuk gedung-gedung berenergi rendah, transportasi publik berbasis listrik, serta
pengelolaan limbah yang efisien.

4. Teori Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)

Konsep pembangunan berkelanjutan pada dasarnya menekankan bahwa pembangunan
yang dilakukan oleh generasi saat ini tidak boleh mengorbankan kesejahteraan generasi
mendatang. Pengorbanan tersebut dapat berupa penurunan kesejahteraan sosial
dibandingkan dengan generasi saat ini. Kesejahteraan sosial yang dimaksud meliputi
kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial yang mencakup kesehatan dan pendidikan,
serta kesejahteraan lingkungan (Suparmoko, 2020). Pembangunan berkelanjutan adalah teori
yang mendukung keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan
kelestarian lingkungan. Teori ini menekankan bahwa pembangunan ekonomi harus
dilakukan tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi
kebutuhan mereka sendiri. Prinsip pembangunan berkelanjutan sangat relevan dalam
konteks IKN yang ingin menjadi ibu kota dengan konsep green city. Inklusi keuangan dalam
hal ini berfungsi untuk mendukung masyarakat dan pelaku bisnis dalam mengakses dana
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yang diperlukan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang lebih ramah lingkungan, sambil
meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan alam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara
mendalam hubungan antara inklusi keuangan dan ekonomi hijau di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pendekatan ini dipilih karena dapat menggali wawasan yang lebih komprehensif mengenai
bagaimana akses ke layanan keuangan mempengaruhi transisi menuju ekonomi hijau, serta
tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penerapannya. Data sekunder dikumpulkan dari
literatur yang relevan, seperti jurnal akademik, laporan kebijakan, studi sebelumnya, laporan
pemerintah, dan data statistik terkait inklusi keuangan dan ekonomi hijau di Indonesia, terutama
yang berhubungan dengan IKN. Laporan keuangan dari lembaga keuangan dan studi kasus dari
negara lain yang telah menerapkan konsep green economy juga akan digunakan sebagai
perbandingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melalui penelitian ini, peneliti akan mengkaji penelitian terdahulu yang relevan dengan
judul “Peran Inklusi Keuangan dalam Mendorong Green economy di Ibu Kota Indonesia Negara
(IKN)” antara lain penelitian yang dilakukan oleh Arifin (2024), membuktikan bahwa integrasi
ekosistem bisnis digital dan keberlanjutan adalah kunci untuk menciptakan lingkungan bisnis
berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Jelas bahwa faktor-faktor utama
seperti inklusi digital, inovasi berkelanjutan, dan kemitraan multi-pemangku kepentingan sangat
penting untuk mencapai tujuan ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah, perusahaan,
dan organisasi non-pemerintah harus bekerja sama untuk menciptakan kebijakan dan praktik
bisnis yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Untuk mencapai pembangunan
ekonomi jangka panjang yang bermanfaat bagi masyarakat, kita harus membangun jaringan
bisnis digital yang komprehensif, berpikiran maju, dan ramah lingkungan. Dengan
memprioritaskan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan, para pemangku kepentingan
dapat membuat perbaikan jangka panjang yang akan menguntungkan generasi mendatang.

Penelitian yang dilakukan oleh Lumbanraja & Lumbanraja (2023), secara jelas menunjukkan
bahwa variabel ekonomi hijau memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan
Indonesia (2011-2020), dengan tingkat signifikansi sebesar 5 persen. Hal ini membuktikan bahwa
penerapan ekonomi hijau secara pasti akan meningkatkan pertumbuhan negara. Studi empiris
tersebut juga mengungkapkan bahwa pembangunan negara di masa depan harus mengadopsi
sistem hijau. Sistem ini perlu berfokus pada arah, kebijakan, organisasi, wilayah, kapasitas, dan
intervensi dari setiap pihak. Dengan demikian, aktivitas ekonomi Indonesia akan lebih
memperhatikan kondisi lingkungan.

Aulya et al. (2024) melakukan penelitian definitif yang menganalisis pengaruh inovasi digital
dan ekonomi hijau terhadap pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia. Hasil penelitian mereka
jelas: inovasi digital memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
Indonesia. Ini membuktikan bahwa semakin besar adopsi teknologi dan inovasi digital di
berbagai sektor ekonomi, semakin positif kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi
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nasional. Sebaliknya, ekonomi hijau ditemukan memiliki pengaruh negatif yang signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode yang sama. Temuan ini menunjukkan
adanya potensi trade-off jangka pendek antara penerapan praktik ekonomi hijau dan
pertumbuhan ekonomi konvensional.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Anwar (2022), membuktikan bahwa Ekonomi hijau
mampu mendorong inovasi teknologi yang mendukung penerapan strategi ramah lingkungan
secara berkelanjutan. Pendekatan ini dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber
daya alam dan memanfaatkan kembali limbah dari berbagai aktivitas ke dalam proses produksi,
sehingga dapat mengurangi polusi. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan penerapan
kebijakan ekonomi hijau sebagai alternatif. Kebijakan ini mencakup alokasi sumber daya
ekonomi yang lebih efektif, penguatan regulasi lingkungan, pemberian subsidi untuk aktivitas
yang mendukung kelestarian lingkungan, serta optimalisasi dalam perencanaan tata ruang.
Sebuah kerangka ekonomi baru perlu dirancang agar kebijakan ini dapat diterapkan tanpa
mengabaikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, ekonomi
hijau berupaya mengurangi tingkat kemiskinan dengan melibatkan kelompok masyarakat rentan
dalam upaya pembangunan ekonomi yang tetap mempertahankan keseimbangan lingkungan
alam dan sosial.

Pemerintah harus memimpin dalam mendorong transisi menuju ekonomi hijau. Ini adalah
kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Khair & Sartika (2024). Selain itu, pendekatan
holistik yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan menjadi hal yang sangat krusial.
Implementasi kebijakan ekonomi hijau perlu didukung oleh berbagai pihak terkait untuk
mencapai pembangunan berkelanjutan dalam seluruh dimensi tersebut. Dengan mengelola
sumber daya alam secara bijak, mendorong inovasi berwawasan lingkungan, dan memajukan
praktik keuangan berkelanjutan, pemerintah dapat mendukung proses transisi menuju ekonomi
hijau yang mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian
lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

Dalam membahas dampak inklusi keuangan terhadap ekonomi hijau di Ibu Kota Nusantara
(IKN), ada beberapa aspek yang harus dikaji secara mendalam, terutama dalam kaitannya
dengan akses ke layanan keuangan, kebijakan ekonomi berkelanjutan, dan perkembangan
infrastruktur hijau di IKN. Beberapa tema utama dalam pembahasan ini meliputi:

1. Peran Inklusi Keuangan dalam Mendorong Ekonomi Hijau di IKN

Inklusi keuangan memiliki peran penting dalam mendorong transisi menuju ekonomi
hijau di IKN. Akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan, terutama bagi masyarakat
lokal, pelaku UMKM, dan sektor informal, memungkinkan peningkatan partisipasi dalam
proyek-proyek ekonomi berkelanjutan. Melalui inklusi keuangan, masyarakat dapat
mengakses pembiayaan untuk kegiatan yang mendukung inisiatif hijau, seperti energi
terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan bisnis ramah lingkungan. Di IKN, penerapan
inklusi keuangan yang efektif akan mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan kota
yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
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2. Dampak Inklusi Keuangan terhadap Pembiayaan Hijau di IKN
Salah satu kontribusi utama dari inklusi keuangan adalah mendukung pembiayaan hijau,
yang mencakup proyek-proyek energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, dan
pengelolaan sampah yang lebih efisien. Bagi IKN, pembiayaan hijau yang inklusif
memungkinkan lebih banyak proyek hijau di berbagai sektor. Bank dan lembaga keuangan
syariah memiliki potensi untuk menawarkan produk-produk pembiayaan hijau yang sesuai
dengan prinsip syariah, menarik lebih banyak investor dan nasabah yang peduli terhadap
kelestarian lingkungan.
3. Peran Teknologi Keuangan (Fintech) dalam Mendukung Green Economy
Inklusi keuangan berbasis teknologi, seperti fintech syariah, memiliki potensi besar dalam
mendukung ekonomi hijau di IKN. Melalui inovasi teknologi keuangan, masyarakat di IKN,
termasuk yang berada di daerah terpencil, dapat lebih mudah mengakses layanan keuangan
yang mendukung keberlanjutan. Fintech syariah dapat menawarkan berbagai produk
pembiayaan hijau, seperti pinjaman untuk proyek energi terbarukan, pengelolaan air, dan
investasi ramah lingkungan lainnya. Selain itu, fintech juga dapat memberikan kemudahan
dalam transaksi digital yang efisien dan rendah emisi, sejalan dengan visi pembangunan kota
hijau.
4. Tantangan dalam Implementasi Inklusi Keuangan untuk Mendukung Ekonomi Hijau
Meskipun inklusi keuangan menawarkan banyak peluang untuk mendukung green
economy di IKN, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah rendahnya
literasi keuangan di kalangan masyarakat lokal, terutama terkait dengan layanan keuangan
yang mendukung proyek hijau. Literasi keuangan adalah pengetahuan dan kemampuan
seseorang dalam mengelola keuangan mereka sendiri (Dwiyanti & Ahmadi, 2024). Oleh
karena itu, apabila ha tersebut rendah, akan sulit untuk melakukan sosialisasi terkait
ekonomi hijau. Selain itu, infrastruktur keuangan di wilayah-wilayah tertentu di IKN
mungkin belum memadai untuk mendukung akses yang lebih luas ke layanan keuangan
hijau. Pemerintah dan lembaga keuangan perlu berkolaborasi dalam mengatasi hambatan ini
dengan meningkatkan edukasi keuangan dan memperluas jaringan layanan keuangan
berbasis teknologi di IKN.
5. Peluang dan Dukungan Kebijakan untuk Pengembangan Ekonomi Hijau di IKN
Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung
pembangunan ekonomi hijau di IKN melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang inklusif.
Dukungan ini mencakup insentif pajak untuk proyek-proyek hijau, regulasi ramah
lingkungan, serta kebijakan yang mendorong partisipasi sektor swasta dalam pembiayaan
hijau. Selain itu, dengan adanya kerjasama internasional dalam pengembangan ekonomi
hijau, IKN memiliki peluang besar untuk menarik investasi hijau dari berbagai pihak. Inklusi
keuangan yang dioptimalkan dapat mempercepat implementasi proyek-proyek hijau dan
mendorong transformasi ekonomi yang lebih berkelanjutan di IKN.
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KESIMPULAN DAN SARAN

Peran inklusi keuangan dalam mendukung green economy di Ibu Kota Nusantara (IKN)
sangat penting dalam memastikan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Akses ke layanan keuangan memungkinkan masyarakat lokal, terutama pelaku UMKM, untuk
terlibat dalam proyek-proyek hijau, seperti penggunaan energi terbarukan, pertanian
berkelanjutan, dan bisnis ramah lingkungan. Fintech dan inovasi keuangan berbasis teknologi
dapat memperluas jangkauan layanan keuangan, khususnya di wilayah terpencil, dan
mendukung terciptanya ekosistem ekonomi hijau yang lebih inklusif. Meskipun demikian,
tantangan seperti rendahnya literasi keuangan dan kurangnya infrastruktur keuangan perlu
diatasi melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan.

Saran yang diberikan meliputi peningkatan literasi keuangan terkait layanan hijau bagi
masyarakat di IKN, pengembangan infrastruktur keuangan yang lebih luas melalui fintech untuk
menjangkau semua lapisan masyarakat, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor
swasta, dan masyarakat sipil dalam mendukung proyek-proyek hijau. Selain itu, pemerintah
perlu memperkuat kebijakan dan insentif bagi proyek berkelanjutan, termasuk melalui
pembiayaan hijau berbasis syariah dan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi hijau
di IKN.

LIMITASI PENELITIAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama,
penelitian ini menggunakan data sekunder dari literatur dan laporan yang mungkin tidak
sepenuhnya mencerminkan kondisi terkini di lapangan terkait penerapan inklusi keuangan dan
ekonomi hijau di Ibu Kota Nusantara (IKN). Kedua, data primer seperti wawancara langsung
atau survei lapangan tidak dilakukan, yang dapat membatasi pemahaman lebih mendalam
tentang persepsi masyarakat lokal terhadap inklusi keuangan dan ekonomi hijau. Terakhir,
penelitian ini belum mempertimbangkan faktor politik dan regulasi spesifik yang dapat
mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan ekonomi hijau di IKN.
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